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Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam mengelola risiko, Perusahaan Pembiayaan Konsumen
melakukan pengaturan Jaminan Fidusia atas barang yang dimiliki konsumen. Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan putusan No. 2/PUU-XI1X/2021 mengenai Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia. Putusan ini memberikan suatu penegasan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus digjukan
ke Pengadilan Negeri oleh kreditur apabilatidak tercapai suatu kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan
debitur sertatidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur. Skripsi ini akan
membahas bagai mana pengaturan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di Indonesia dan

bagai mana pel aksanaan jaminan fidusia sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-
X1X/2021 di PT. BCA Finance. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif ini penulis
akan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusiadi PT. BCA Finance sebelum dan sesudah Putusan
Mahkamah Konstitusi. Dari penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, dengan dikeluarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-X1X/2021, dalam hal konsumen melakukan perlawanan,
BCA Finance meminta bantuan kepada kepolisian untuk melakukan pengamanan objek fidusia berdasarkan
Peraturan Kepala K epolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2011. Saran yang diberikan yaitu PT.
BCA Finance sebagai kreditur menambahkan pengaturan mengenai penanganan di lapangan dalam
pengeksekusian objek Jaminan fidusia dan meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu dalam

mel aksanakan eksekusi. Lalu terhadap Peraturan kepala kepolisian No. 8 tahun 2011 mengenai pengamanan
eksekusi jaminan fidusia perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan syarat yang dimana pemohon harus
melampirkan penetapan pengadilan dalam melakukan eksekusi. Terhadap K onsumen Pemberi Fidusia agar
memperhatikan kewajibannya dalam rangka pembayaran dan kooperatif terkait dengan kendala-kendala
pemenuhan kewajibannya.

....... In carrying out business activities and managing risk, Financing Companies carry out Fiduciary
Guarantee regulations on consumer goods. The Constitutional Court issued adecision No. 2/PUU-X1X/2021
concerning Law Number 42 of 1999. This decision provides that the execution of the fiduciary guarantee
must be submitted to the District Court by the creditor if an agreement on default between the parties is not
reached and no voluntary submission of the object by the debtor. This thesiswill discuss how the regulation
of consumer financing with fiduciary guaranteesin Indonesia and how the implementation of fiduciary
guarantees before and after Constitutional Court Decision No. 2/PUU-X1X/2021 at PT. BCA Finance. This
research uses normative juridical research and analyzes the execution of fiduciary guarantees at PT. BCA
Finance before and after the Constitutional Court's Decision. From this research, the results are after the
Constitutional Court Decision No. 2/PUU-X1X/2021, in the case of involuntary, BCA Finance requests
assistance from the police to secure the object based on the Police Regulation No. 8 of 2011. The suggestion
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is PT. BCA Finance as a creditor added arrangements regarding the handling in the field and requested a
court order in advance to carry out the execution. Then against Police Regulation No. 8 of 2011 concerning
fiduciary execution protection, it is necessary to make adjustments in which the applicant must attach a court
order in carrying out the execution. To the Consumers Fiduciary Grantor to pay attention and be cooperative
with their obligations in the context of payments.



